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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengendalian Intern


Pada perusahaan yang mempunyai ruang lingkup usaha yang besar dan kompleks dengan persoalan-persoalan yang rumit, seorang pimpinan yang mempunyai tanggung jawab utama dalam perusahaan dalam menjaga keamanan harta perusahaan, secara individual tidak mungkin lagi secara langsung mengawasi jalannya operasi (kegiatan) perusahaan. Oleh karena itu diperlukan suatu pengendalian intern yang baik agar dapat membantu pimpinan perusahaan secara efektif dalam melindungi dan mengamankan harta perusahaan dari kekeliruan dan penyelewengan.


Untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pengendalian intern, maka penulis secara berurutan akan mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan pengedalian intern tersebut.

2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern


Pengendalian intern diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai   tujuan yang seiring dengan semakin luas dan kompleksnya perusahaan.  Pengendalian intern yang baik merupakan kunci sukses manajemen suatu perusahaan.


Menurut Abdul Halim dalam buku “Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan” pengertian laporan keuangan adalah sebagi berikut :

 “Pengendalian intern yaitu suatu usaha yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha dapat tercapai”.










          (2005; 189)


Sedangkan menutut Mulyadi dalam buku “Auditing” bahwa pengendalian intern adalah sebagi berikut :


“Pengendalian intern ialah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 
komisaris,    manajemen,   dan    personel   lain,   yang  didesain
untuk 
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga 
golongan tujuan berikut ini : 


1. Keandalan pelaporan keuangan


2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku


3. Efektivitas dan efesiensi operasi”.










          (2003; 180)


Dari kedua pengertian diatas dapat ditarik beberapa konsep dasar pengendalian intern yaitu :

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas. 

2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain.

3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengeorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang paling berkaitan : pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

2.1.2 Tujuan Pengendalian Intern


Pengendalian intern pada dasarnya diperlukan dalam suatu perusahaan sebagai alat bantu manajemen untuk melindungi harta perusahaan. Kebutuhan tersebut muncul sebagai akibat ruang lingkup pengawasan yang menjadikan tugasnya semakin luas dan tidak mungkin dilakukan sendiri.


Tujuan pengendalian intern menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku “Standar Profesional Akuntan Publik” adalah sebagai berikut:

“1. Keandalan Pelaporan Keuangan

  2. Efektivitas  dan efisiensi  operasi
  3. Kepatuhan  terhadap hukum  dan  peraturan yang berlaku”.
                                                                                                                   (2001; 319.2)


Sedangkan tujuan pengendalian intern menurut Amin Wijaya Tunggal dalam buku “Internal Audit” adalah sebagai berikut :

“1. Efektivitas dan efisiensi operasi

  2. Keandalan pelaporan keuangan

  3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.










          (2005; 254)


Tujuan pengendalian intern diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi operasi


Pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Keandalan pelaporan keuangan


Pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.

3. Kepatuhan  terhadap hukum  dan  peraturan yang berlaku


Pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan merupakan alat pengendalian dari berbagai kegiatan perusahaan yang harus diitaati dan dijalankan oleh setiap unit organisasi.


Dari ketiga tujuan pengendalian intern tersebut merupakan hasil output dari suatu pengendalian intern yang baik, sedangkan unsur-unsur pengendalian intern merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian intern yang baik. Oleh karena itu, agar tujuan pengendalian intern tercapai maka perusahaan harus mempertimbangkan unsur-unsur pengendalian intern.

2.1.3 Unsur-Unsur pengendalian Intern


Unsur-unsur pengendalian intern merupakan bagian yang saling terkait untuk menghasilkan pengendalian intern. Terdapat lima unsur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian intern dapat terpenuhi.


Unsur-unsur pengendalian intern menurut Mulyadi dalam buku “Auditing” adalah sebagai berikut:

       
“1. Lingkungan Pengendalian,

        
  2. Penaksiran Risiko,

         
  3. Aktivitas Pengendalian,

         
  4. Informasi dan Komunikasi,

         
  5. Pemantauan”.

                                                                                                                      (2003; 183)

Unsur-unsur pengendalian intern di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian


Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur, komisaris, dan pemilik suatu satuan usaha terhadap pengendalian dan pentingnya terhadap satuan usaha tersebut. Sub komponen lingkungan meliputi :

a. Integritas dan nilai etika

b. Komitmen terhadap kompetisi

c. Struktur organisasi

d. Dewan komisaris dan komite audit

e. Filosofi manajemen dan gaya operasi

f. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab

g. Kebijakan dan prosedur kepegawaian

2. Penaksiran Risiko 


Bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisa dan mengelola risiko yang berhubungan dengan persiapan laporan keuangan yang akan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.


Risiko dapat timbul dan berubah secara wajar pada kondisi sebagai berikut :

a. Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan

b. Karyawan baru

c. Sistem informasi baru

d. Pertumbuhan yang pesat

e. Teknologi baru

f. Lingkungan, produk atau kegiatan baru

g. Restrukturisasi perusahaan

h. Operasi perusahaan secara internasional

i. Keputusan akuntansi

3. Aktivitas Pengendalian


Aktivitas pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang merasakan bahwa diperlukannya tindakan untuk meredam risiko dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian meliputi :

a. Kajian ualang atas prestasi

b. Pengolahan informasi

c. Pengendalian fisik

d. Pemisahan fungsi

4. Informasi dan Komunikasi


Informasi dan komunikasi dalam sistem informasi mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membuat keputusan. Sistem informasi akuntansi terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan sedangkan komunikasi merupakan proses pemahaman peran individual dan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengendalian intern terhadap laporan keuangan. Komunikasi biasanya dibuat berdasarkan panduan kebijakan, panduan akuntansi, dan pelaporan keuangan dan memorandum. Komunikasi dapat juga dibuat secara lisan dan melalui tindakan yang dilakukan oleh manajemen.

5. Pemantauan


Pemantauan dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah pengendalian intern telah dilakukan secara memadai atau tidak. Dari hasil pemantauan tersebut dapat ditemukan kelemahan dan kekurangan pengendalian sehingga dapat diusulkan pengendalian yang lebih baik.

2.1.4 Keterbatasan Pengendalian Intern


Pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Oleh karena itu, di atas telah disebutkan bahwa pengendalian intern hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas.


Menurut Mulyadi dalam buku “Auditing” keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern adalah sebagai berikut :


“1. Kesalahan Dalam Pertimbangan,


  2. Gangguan,


  3. Kolusi,


  4. Pengabaian Oleh manajemen,


  5. Biaya Lawan Manfaat”.

          (2003; 181)

Keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kesalahan Dalam Pertimbangan


Seringkali, manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

2. Gangguan


Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personal secara keliru mamahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi

Tindakan bersama bebrapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.

4. Pengabaian Oleh Manajemen


Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan.

5. Biaya Lawan Manfaat


Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

2.2. Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak


Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diandalkan oleh pemerintah dalam pembangunan nasional, oleh karena itu sektor pajak perlu mendapat perhatian dan penanganan yang baik serta bijaksana maupun pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.


Menurut Mardiasmo. Dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” pengertian pajak adalah sebagai berikut :

 
“Pajak    adalah    iuran  rakyat   kepada   kas  negara  berdasarkan 
undang–undang  (yang  dapat  dipaksakan)   dengan   tiada   
mendapat   
jasa     timbal 
(kontraprestasi)   yang   langsung   dapat  
ditunjukkan  dan  
yang  digunakan 
untuk membayar pengeluaran 
umum”. 











  (2003; 1)


Pengartian Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku “ Pengantar Singkat Hukum Pajak ” adalah sebagai berikut:


“Pajak adalah peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik 
berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak 
mendapat 
imbalan yang secara langsung dapat ditunjukan, yang 
digunakan untuk 
membiayai pengeluaran umumdan yang digunakan 
sebagai alat pendorong, 
penghambat atau pencegah untuk mencapai 
tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara”.

( 2001 : 3 )


Dari pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara, pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang tanpa timbal jasa dari negara yang secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.


Berdasarkan lembaga pemungutan pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pengertian dari pajak pusat dan pajak daerah adalah sebagai berikut 1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk     

    membiayai rumah tangga negara.

2. Pajak daerah,  yaitu  iuran   wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau badan      

    kepada  pemerintah  daerah tanpa  imbalan  langsung  yang  dapat  dipaksakan  dan   

    digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah daerah dibagi menjadi 

    dua wewenang :

a. Pajak Propinsi                            

i.   Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air (PKB)


ii.  Bea   balik  nama  kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (BBNKB)
iii. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)

      iv. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan air.

b. 
Pajak Kabupaten/Kota

  
i.  Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel.


ii.  Pajak restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran.


iii. Pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.


iv. Pajak reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.

v. Pajak penerangan jalan, yaitu pajak atas setiap pengguna tenaga listrik.

vi. Pajak  pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C,  yaitu  pajak   

     atas  kegiatan  eksploitasi bahan galian golongan C antara lain : asbes, batu  

     kapur, tanah liat, dan lain-lain. 
2.2.2 Pengertian Pajak Hiburan Bioskop


Sebelum mengetahui pengertian pajak hiburan bioskop penulis akan membahas mengenai pengertian pajak hiburan.


Pajak hiburan merupakan sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, karena sifatnya merupakan pajak daerah, maka daerah berhak melakukan pemungutan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Perkembangan daerah kota Bandung sangat ditunjang oleh penerimaan pajak daerah termasuk pajak hiburan. Dengan demikian pemerintah daerah harus mengatur dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin dalam memberdayakan aparatur pemerintah daerah.


Pengertian Pajak Hiburan menurut pasal 1 dalam  buku “Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pajak Hiburan” adalah sebagai berikut :

“Pajak     Hiburan    yang   selanjutnya  disebut  Pajak   adalah   pungutan  daerah   atas     penyelenggaraan    hiburan”.

            (2000; 34)


Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan adalah suatu pajak yang bersifat tidak langsung, yang berarti pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain, dalam hal ini pajaknya berasal dari pengunjung yang menikmati hiburan.


Salah satu jenis penyelenggaraan hiburan adalah pertunjukan film (bioskop), adapun pengertian dari pajak hiburan bioskop menurut pasal 1 dalam buku “Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan” adalah sebagai berikut :

“Pajak Hiburan Bioskop adalah pajak yang dipungut atas pertunjukan (film) bioskop”.









                        (2000; 37)

        
Dari pengertian pajak hiburan bioskop di atas dapat diketahui bahwa pajak hiburan bioskop adalah pajak yang dipungut atas pertunjukan (film) bioskop. Pajak yang dikenakan atas pertunjukan film (bioskop) ini adalah Harga Tanda Masuk (HTM).

2.2.2.1 Objek dan Subjek Pajak Hiburan Bioskop


Menurut pasal 2 dalam buku “Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan”, disebutkan bahwa objek pajak hiburan bioskop adalah sebagai berikut :

“Objek pajak hiburan bioskop adalah semua penyelenggaraan hiburan bioskop.”










              (2000; 7)


Sedangkan subjek pajak hiburan bioskop menurut pasal 3 dalam buku “Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan”, adalah sebagai berikut :

“Subjek pajak adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menonton dan atau menikmati hiburan bioskop”.







                                                  (2000; 8)


Dari pengertian objek dan subjek pajak hiburan bioskop diatas dapat disimpulkan bahwa objek dari pajak hiburan bioskop adalah semua penyelenggaraan hiburan biokop, sedangkan yang menjadi subjek pajak hiburan bioskop adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menonton dan atau menikmati hiburan bioskop.

2.2.2.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan Bioskop


Dasar pengenaan pajak sangat menentukan dalam langkah-langkah selanjutnya seperti penghitungan dan penetapan pajak hiburan bioskop. 


Menurut pasal 4 dalam buku “Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan”, pengertian dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut:

“Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan”.











  (2000; 8)


Adapun besarnya tarif pajak hiburan bioskop menurut pasal 5 dalam buku “Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan”, adalah sebagai berikut :


“Besarnya tarif pajak hiburan bioskop ditetapkan :



1.   Empire/BIP sebesar 10% (sepuluh persen)


2.   BSM sebesar 10% (sepuluh persen)


3.   Ciwalk sebesar 10% (sepuluh persen)


4.   Regent sebesar 10% (sepuluh persen)


5.   Galaxy sebesar 10% (sepuluh persen)


6.   Nusantara sebesar 10% (sepuluh persen)


7.   Palaguna sebesar 10% (sepuluh persen)


8.   Astor sebesar 10% (sepuluh persen)


9.   Braga sebesar 10% (sepuluh persen)


10. Taman Hiburan sebesar 7,5% (tujuh setengah persen)”.











  (2000; 8)


Jadi yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Hasil dari penerimaan pajak daerah seluruhnya  sebesar 100% (seratus persen) digunakan untuk kepentingan rumah tangga daerah.   

2.2.2.3 Tata Cara Pembayaran Pajak Hiburan Bioskop 


Tata cara pembayaran pajak hiburan bioskop menurut  “Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan”, adalah sebagai berikut :

1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SKPDKB(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) dan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).

2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Storan Pajak Daerah).

4) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

5) Walikotamadya Kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

6) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

7) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

8) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

9) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

10) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
2.3 Pengendalian Intern Pajak Hiburan Bioskop


Pajak hiburan bioskop adalah pajak yang dipungut atas pertunjukan (film) bioskop. Sedangkan pengendalin intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai agar tujuan organisasi dapat tercapai.


Melihat dari pengertian di atas pengendalian intern pajak hiburan bioskop dimulai dari pembuatan prosedur pelaksanaan sampai pengendalian intern yang dilakukan terhadap pelaksanaan yang berhubungan dengan pajak hiburan bioskop, disertai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang dilakukan untuk membuat agar  wajib pajak dapat membayar pajaknya sehingga pendapatan dari sektor pajak hiburan bioskop dapat terpenuhi secara optimal, dengan kata lain pengendalian intern yang baik terhadap pajak hiburan bioskop akan menunjang efektivitas pendapatan pajak hiburan bioskop.
2.4 Pengertian Efektivitas


Menurut Supriyono dalam buku “Sistem Pengendalian Manajemen”, pengertian efektivitas adalah sebagai berikut :


“Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat 
tanggungjawab dengan sasaran yang harus dicapai semakin besar 
kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran 
tersebut maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut”.











(2000; 29)


Sedangkan pengertian efektivitas menurut Mardiasmo dalam buku “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”, adalah sebagai berikut :

“Efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output (target/result)”.









                      (2002; 232)


Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan kerja terhadap waktu yang dibutuhkan dengan tujuannya dalam pencapaian pelaksanaan kerja juga sebagi hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang ingin dicapai. Semakin besar nilai kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran tersebut, maka semakin efektif pula proses kerja.

2.4.1 Kriteria Efektivitas

Efektivitas dikatakan tercapai apabila dalam suatu kegiatan opersional perusahaan mencapai target yang telah ditetapkaan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan dengan membandingkan antara outcome dengan output, serta adanya kriteria- kriteria efektivitas yang ditentukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun kriteria efektivitas menurut Arens dan Loebbecke dalam bukunya yang berjudul “ Auditing Pendekatan Terpadu” yang diadaptasi oleh Amir Abadi Jusuf ,mencakup hal-hal sebagai berikut:


“1. Kinerja Historis

                  Kinerja historis merupakan kriteria yang didasarkan pada hasil  aktual periode sebelumnya. Dalam hal ini, prestasi kerja periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini mudah ditetapkan, tetapi hasil penilaian yang digunakan kriteria ini sering tidak memberikan gambaran yang tepat mengenai keadaan instansi yang sesungguhnya karena adannya perubahan waktu dan keadaan

  
  2. Kinerja yang dapat diperbandingkan


Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil yang ingin   dicapai kesatuan yang sama dalam suatu instansi atau diluarnya. Data kinerja dari kesatuan yang dapat diperbandingkan merupakan sumber yang sangat baik untuk mengembangkan kriteria.

     3. Standar Rekayasa 


Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan rekayasa. Penggunaan kriteria ini lebih efektif untuk menyelesaikan masalah operasional.

     4. Diskusi dan kesepkatan


Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dan kesepkatan bersama antara manjemen dan pihak-pihak lain yang terlibat”.










          (2002; 771)

2.5 Pengertian Pendapatan


Pendapatan dapat didefinisikan secara umum sebagai hasil dari suatu perusahaan. Hal ini biasanya diukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku.

Pengertian pendapatan menurut Kusnadi, Lukman Syamsudin, Kertahadi dalam bukunya yang berjudul “Teori Akuntansi”  mengemukakan bahwa pengertian dari pendapatan adalah sebagai berikut :

“Pendapatan yaitu arus masuk aktiva (inflow of asset) yang merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas operasional perusahan”.







                      (2001; 323)


Sedangkan menurut Sumarso dalam buku “Akuntansi Suatu Pengantar”, pengertian pendapatan adalah sebagai berikut :


“Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode 
akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva 
atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang 
tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.









                      (2005; 230)


Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan suatu peningkatan manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal suatu perusahaan dalam bentuk pemasukan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari modal.

2.6 Efektivitas Pendapatan Pajak Hiburan Bioskop


Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dan output, dengan kata lain efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.


Pendapatan pajak hiburan kota Bandung terdiri dari berbagai macam hiburan. Bioskop merupakan salah satu aset terbesar dari pajak hiburan, walaupun jumlah bioskop saat ini berkurang karena banyak persaingan seperti munculnya stasiun-stasiun TV swasta dan maraknya peredaran rekaman film ilegal dalam bentuk VCD dan DVD player akan tetapi pendapatan atas pajak hiburan bioskop tersebut tetap efektif. Pemerintah daerah dalam hal ini berusaha untuk lebih mengoptimalkan pendapatan dari pajak hiburan bioskop dengan menerapkan pengendalian intern yang baik sehingga efektivitas pendapatan akan tercapai.


Dapat disimpulkan bahwa efektivitas pendapatan pajak hiburan bioskop merupakan tingkat pencapaian realisasi pendapatan yang diperoleh sesuai dengan target pendapatan yang telah ditetapkan pemerintah daerah yang berasal dari sektor pajak hiburan bioskop.

2.7 Peranan  Pengendalian  Intern  Pajak Hiburan Bioskop  Dalam   Menunjang 

      Efektivitas Pendapatan Pajak  Hiburan Bioskop


Pada instansi pemerintah yang memiliki ruang lingkup yang luas serta diimbangi dengan banyaknya pegawai, pimpinan instansi tidak mungkin melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan operasional instansi secara individual. Untuk itu dalam suatu instansi diperlukan suatu bagian yang independen, yang bertugas untuk mengawasi segala bentuk kegiatan, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan pajak hiburan bioskop.


Pengendalian intern merupakan salah satu pengendalian yang sangat berperan di dalam suatu instansi. Dengan adanya pengendalian intern yang baik di dalam suatu instansi maka memungkinkan tercapainya tujuan suatu instansi tersebut.


Adapun peranan pengendalian intern pajak hiburan bioskop dalam menunjang efektivitas pendapatan pajak hiburan bioskop diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya kecurangan, pencurian dan penyelewengan terhadap pendapatan pajak hiburan bioskop.

2. Tercapainya efisiensi operasional pendapatan pajak hiburan bioskop

3. Meningkatkan efektivitas pendapatan pajak hiburan bioskop


Apabila peranan pengendalian intern pajak hiburan bioskop diterapkan dengan baik maka efektivitas pendapatan pajak hiburan bioskop akan tercapai.
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